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BAB VI 

PENUTUP 

 

1.1 Simpulan  

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis hasil penelitian tentang Kualitas 

Pelayanan Administrasi penduduk di Desa Moramam, kecamatan Alor Barat Daya, 

Kabupaten Alor adalah sebagai berikut: 

1. TANGIBEL (berwujud), Pemerintah Desa Moramam memiliki satu unit kantor Desa 

yang masih layak pakai sampai sekarang, kantor Desa tersebut menurut pernyatan 

kepala Desa Moramam sudah beberapa kali di renovasi dari tahun ke tahun. Namun 

menurut salah satu masyarakat, kantor Desa yang saat ini sementara digunakan sudah 

tidak layak lagi, alasannya pada saat pertemuan (forum Rapat) bersama masyarakat 

kapasitas ruangannya sudah tidak mendukung. Pemerintah Desa Moramam masih 

terus berusaha memperbaiki kualitas sarana dan prasarana yang ada di kantor Desa 

untuk kenyamanan aparat Desa dan juga masyarakat terkait tugas pelayanan 

administrasi kependudukan dan pembangunan Desa. Adanya penyediaan 2 unit laptop 

dan 1 unit printer yang dibeli pemerintah Desa Moramam menggunakan Dana Desa 

tahun 2015 untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat Desa 

Moramam. Menyediakan tempat pelayanan informasi dan papan informasi yang berisi 

kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi dan pembangunan Desa. 

2. RELIABILITI (Kehandalan), kehandalan aparat Desa Moramam terkait pelayanan 

administrasi kependudukan dan pembangunan masih sering terpengaruh dengan 

bidang-bidang lain  akibatnya pelayanan yang terjadi di Desa Moramam belum 

berjalan dengan baik. Pemerintah Desa Moramam terus berusaha meningkatkan 

kinerja apatar desa dalam hal pelayanan adsministrasi kependudukan dan 
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pembangunan di Desa Moramam. Masyarakat menilai pemahaman aparat Desa 

tentang alat bantu seperti media elektronik kurang memadai akibatnya masyarakat 

sering mengalami kesulitan dalam proses pelayanan administrasi kependudukan dan 

pembangunan Desa. Aparat Desa Moramam masih sering didampingi oleh 

pendamping Desa secara totalitas untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi 

terkait proses pelayanan tersebut. 

3. RESPONSIVINESS (Ketanggapan), pemerintah Desa Moramam merespon dengan 

baik setiap keluahan dari masyrakat, pemerintah Desa juga terus berupaya mengatasi 

setiap keluhan masyrakat melalu program-progrram unggulan demi mewujudkan 

kesejahteraan. Dalam menyampaikan keluhannya, terkait pelayanan administrasi dan 

pembangunan Desa masyarakat seringkali mendapat tanggapan baik dari aparat Desa. 

Masyarakat juga menilai dalam sistem kelembagaan pemerinta Desa terdapat pro dan 

kontra sehingga permintaan-permintaan yang dirasakan cenderung tidak direspon dan 

lebih mengutamakan kepentingan keluarga dibandingkan kepentingan masyarakat 

pada umumnya. 

4. ASSURANCE (Jaminan), pemerintah Desa memberikan jaminan legalitas dan 

kepastian dalam pelayanan bagi masyarakat, pelayanan itu harus benar dan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat serta sah dan diakui secara kelembagaan maupun sah 

secara hukum untuk menjamin asas pertanggungjawaban. Aparat Desa Moramam 

desa memberikan jaminan legalitas dan kepastian dalam pelayanan bagi masyarakat, 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat diteliti secara baik dan benar, sah secara 

hukum maupun kelembagaan, pemerintah desa ikut bertanggungjawab atas pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat. 

5. EMPHATY (Empati), Aparat Desa Moramam selalu bersikap sopan santun dalam 

melayani masyarakat dan selalu menepatkan masyarakat pada posisi pertama. Hal ini 
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seringkali mendapat apresiasi dari masyarakat Desa Moramam. pelayanan yang 

diberikan oleh aparat Desa Moramam tidak bersifat diskriminatif atau tidak 

membeda-bedakan, pelayanan yang diberikan bersifat demokratis, jujur, dan adil. 

Dalam hal pelayanan, aparat Desa juga bertanggungjawab dengan yang dikerjakan 

dengan kemampuan yang terbatas aparat desa berusaha memberikan pelayanan 

terbaik bagi masyarakat Desa Moramam. 

1.2 Saran 

6.2.1. Pemerintah Desa Moramam 

Pemerintah Desa Moramam harus memberikan kesempatan yang luas kepada warga 

masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya, juga harus mampu membuat keseimbangan 

antara program yang bersifat Top Down dengan yang bersifat Bottom Up, serta sekaligus 

mampu melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan yang telah dibuat. Pemerintah 

Desa Moramam juga harus meningkatkan kapasitas atau kemampuan agar dapat memberikan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana juga perlu untuk 

menunjang kelancaran pelayanan Administrasi Penduduk Desa. 

6.2.2. Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten 

Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten harus terus mengawasi setiap kegiatan 

pelayanan Administrasi Penduduk, selain itu juga perlu untuk menjadwalkan asistensi agar 

tersedia kesempatan konsultasi langsung dari pemerintah Desa dalam membuat program-

program atau kegiatan berkaitan dengan pelayanan Administrasi Penduduk Desa. 

6.2.3. Masyarakat Desa Moramam 

Masyarakat Desa harus selalu memberikan kritikan saran kepada aparat desa tentang 

pelayanan Administrasi Penduduk agar mampu memperbaiki kekeliruan pada saat 

memberikan pelayanan Administrasi. Masyarakat desa juga perlu berpartisipasi dalam proses 



4 
 

pembuatan kebijakan tentang pelayanan Administrasi di Desa agar mampu mengatasi 

masalah-masalah yang dihadapi. 

6.2.4. Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disaranakan untuk menambah informasi dalam pengumpulan data 

melalui wawancara, dokumentasi, pengamatan langsung dan sebagainya agar mampu menilai 

kualitas pelayanan Administrasi Penduduk Desa. 
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